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Abstraksi 
Terbentuknya lembaga komisi yudisial merupakan amanat UUD 
1945 yang patut dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan 
sebagai upaya lembaga mandiri dari kekuasaan kehakiman. 
Keberadaan komisi yudisial sebagai lembaga mandiri 
mempunyai kewenangan dalam mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta 
perilaku hakim. Kehadiran komisi yudisial merupakan 
keniscayaan yang diharapkan oleh setiap negara khususnya 
Indonesia untuk menegakkan sistem peradilan yang bersih.  
 
Kata Kunci : Komisi Yudisial, Kekuasaan Kehakiman 
 
A. Pendahuluan 
Komisi yudisial merupakan salah satu lembaga baru sesuai 
dengan pasal 24B perubahan ketiga Undang – Undang Dasar 
1945.
1
 Pembentukan komisi yudisial dilatarbelakangi oleh 
pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa 
dilepaskan tanpa pengawasan. Kekuasaan kehakiman yang 
merdeka merupakan salah satu pilar penting bagi tegak dan 
                                                 
1
 Pasal 24B: (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta 
perilaku hakim.  (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan 
dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, 
kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. 
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kokohnya negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka 
tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, 
tetapi juga bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya.
2
 
Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama karena 
pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka 
peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak 
asasi manusia oleh penguasa.
3
 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan demikian 
menjadi instrumen penting bagi demokrasi. Seperti proposisi 
berikut :  
…..independence judiciary is a fundamental requirement for 
democracy. Within this understanding is the nation that judicial 
independence must first exist in relation to the executive and in 
relation to the parties. It must also almost involve independence 
in relation to the legislative power, as well as in relation to 
political, economic, or social pressure group…4 
Kehadiran komisi yudisial di berbagai belahan dunia 
merupakan fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan terutama 
di wilayah negara kesatuan republik Indonesia khususnya dalam 
bidang kekuasaan kehakiman (judicial power). Pembentukan 
komisi yudisial bukan sekadar mengikuti kekinian yang terjadi di 
banyak negara, melainkan suatu keniscayaan dalam reformasi 
peradilan dan konstitusi. Oleh karena itu, komisi yudisial 
memiliki peran serta bertanggung jawab untuk mengusahakan 
tercapainya kondisi lembaga peradilan yang merdeka. 
Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya 
sempat digagas sebelum terbentuknya komisi yudisial. Misalnya, 
                                                 
2
 Ismail Sunny, Mencari Keadilan : Sebuah Otobiografi, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 262 
3
 Franz Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip Moral Dasar 
Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 301 
4
 E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, Constitutional Law : An 
Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and 
Local Government, the Citizen and the State and Administration Law, London 
: Longmans, 1965 dalam buku Komisi Yudisial RI, Risalah Komisi Yudisial 
Republik Indonesia : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, 
Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta, 2013, hlm. 1 
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ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian 
Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH 
yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan 
pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-
saran dan/atau usul – usul yang berkenaan dengan pengangkatan, 
promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman 
jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung 
maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut 
menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi 
muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5
 
Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang 
mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai 
perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik 
(code of conduct) bagi para hakim. Melalui Amandemen Ketiga 
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi 
Yudisial. Ketentuan mengenai komisi yudisial diatur dalam Pasal 
24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan komisi 
yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai 
kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia 
yang tak kunjung tegak.
6
  
Komisi yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, 
yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan 
keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Agustus 2004. Usaha untuk merevisi Undang-
                                                 
5
 Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial http://www.komisiyudisial 
.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html  diakses pada tanggal 18 Mei 2017  
6
 Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial http://www.komisiyudisial 
.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html  diakses pada tanggal 18 Mei 2017  
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Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai 
membuahkan hasil dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial yang disahkan pada 9 
November 2011. Kelahiran Undang – Undang ini menandai 
kebangkitan kembali komisi yudisial.
7
  
Amunisi lain yang menguatkan kewenangan komisi yudisial 
adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan 
wewenang baru bagi komisi yudisial, antara lain : melakukan 
seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, 
melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan 
hakim, melakukan langkah – langkah hukum dan langkah lain 
untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat 
penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap 
saksi.  
Disahkannya undang – undang tersebut merupakan 
konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas komisi 
yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan 
fungsi checks and balances di bidang kekuasaan kehakiman 
dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka 
untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Namun, dalam perjalanan melaksanakan wewenang 
                                                 
7
 Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial http://www.komisiyudisial. 
go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html  diakses pada tanggal 18 Mei 2017  
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dan tugas tersebut, komisi yudisial mendapatkan banyak 
dukungan dari berbagai elemen masyarakat.  
Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Undang–Undang Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling 
lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya seleksi berakhir, 
komisi yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan 
3 calon hakim agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan 
kepada Presiden.  
 
B. Pembahasan 
1. Komisi Yudisial dalam Konsepsi Civil Society  
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan 
perhatian dengan menyusun konsepsi KY sebelum amandemen 
ketiga UUD 1945. Salah satunya dengan diintrodusir oleh 
konsorsium reformasi hukum nasional (KRHN), Indonesian 
Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian 
Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Dalam buku 
“Position Paper”. Menuju independensi kekuasaan kehakiman, 
ketiga lembaga kekuasaan kehakiman, mencoba melakukan 
kajian ketatanegaraan terhadap independensi kekuasaan 
kehakiman. Salah satu metodenya, dengan melakukan 
perbandingan konstitusi negara lain.
8
  
Kesimpulan yang diperoleh, KRHN dkk menyatakan 
dalam konstitusi selalu terlihat adanya pengaturan yang 
melibatkan kekuasaan eksekutif dan/atau legislatif dalam 
kekuasaan yudikatif. Independensi kekuasaan kehakiman tidak 
selalu berarti bahwa lembaga-lembaga negara lainnya. Asumsi 
awal terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan tersebut harus terlepas dari intervensi kekuasaan 
negara lainnya.  
                                                 
8
 Komisi Yudisial RI, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia : 
Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, Pusat Analisis dan 
Layanan Informasi, Jakarta, 2013, hlm. 34 
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Hal tersebut harus dibedakan dengan adanya lembaga lain 
yang mungkin diperlukan untuk dapat menyelenggarakan fungsi 
kekuasaan kehakiman, seperti adanya mekanisme ketatanegaraan 
formal yang dapat melibatkan eksekutif atau yudikatif dalam 
pengangkatan hakim.
9
 Salah satu konstitusi negara lain yang 
dijadikan komparasi adalah Perancis, di mana diatur bahwa 
presiden harus menjamin independensi kekuasaan kehakiman 
dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, presiden dibantu oleh 
High Council of the Judiciary, yang memiliki dua fungsi yaitu : 
(1) sebagai lembaga rekrutmen hakim, (2) sebagai lembaga 
pengawasan hakim (disciplinary council for judges). High 
Council of Judiciary diketuai oleh presiden, sedangkan wakilnya 
adalah menteri kehakiman.
10
 
Selain perbandingan, KRHN dkk juga mengutip sejumlah 
norma internasional, seperti International Bar Association (IBA) 
Standards dan Beijing Statement bahwa lembaga eksekutif dan 
legislatif tidak dilarang berperan dalam perekrutan hakim dengan 
syarat – syarat tertentu. Keterlibatan eksekutif dan legislatif 
diperkenankan selama pengangkatan hakim tetap dilaksanakan 
oleh judicial body yang komposisinya dominan dari kalangan 
hakim dan profesi hukum lainnya. Spesifik, Beijing Statement 
menyebutkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan sistem 
rekrutmen hakim dilakukan oleh Judicial Services Commission.
11
 
Oleh karena itu, KRHN dkk dalam rekomendasinya menggagas 
sistem rekrutmen hakim agung dipilih oleh DPR atas usul Komisi 
Independen yang komposisinya terdiri dari wakil MA, 
pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat. 
Pemilihan pimpinan MA juga bisa dilakukan dengan sistem ini 
                                                 
9
 KRHN, ICEL, dan LeIP, Position Paper : Menuju Independensi 
Kekuasaan Kehakiman, ICEL dan LeIP, Jakarta, 2000, hlm. 28 
10
 KRHN, ICEL, dan LeIP, Position Paper : Menuju Independensi 
Kekuasaan Kehakiman, ICEL dan LeIP, Jakarta, 2000, hlm.26 
11
 KRHN, ICEL, dan LeIP, Position Paper : Menuju Independensi 
Kekuasaan Kehakiman, ICEL dan LeIP, Jakarta, 2000, hlm. 39 
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atau alternatifnya dipilih oleh dan dari para hakim agung 
sendiri.
12
 
Setelah buku “Menuju Independensi Kekuasaan 
Kehakiman”. LeIP minus KRHN dan ICEL, kembali 
menawarkan konsep komisi independen dengan nomenklatur 
spesifik “Komisi Yudisial”. Konsep ini dituangkan dalam RUU 
MA yang penyusunannya dilandasi pemikiran bahwa penyatuan 
atap yang telah diakomodir dalam Undang – Undang No. 35 
Tahun 1999 harus dibarengi dengan perbaikan Undang – Undang 
terkait lainnya, termasuk Undang – Undang No. 14 Tahun 1985. 
Perbaikan ini bertujuan untuk menjamin adanya kontrol yang 
efektif terhadap MA yang berpotensi melakukan abuse of power 
mengingat kewenangannya begitu besar pasca penyatuan atap.
13
 
Keberadaan komisi yudisial dalam RUU MA memang  
bukan yang utama. Namun, LeIP menempatkan komisi yudisial 
sebagai bagian dari perwujudan prinsip utama yang diusung 
dalam RUU ini yakni independensi dan tidak memihak. Menurut 
LeIP, prinsip independensi dan tidak memihak salah satunya 
diwujudkan dengan memberi kewenangan kepada komisi yudisial 
yang berwenang merekomendasikan pengangkatan calon hakim 
agung dengan membuka partisipasi masyarakat, untuk kemudian 
dipilih oleh DPR. Komposisi keanggotaan komisi yudisial 
diusulkan LeIP terdiri dari mantan hakim agung, advokat, 
akademisi, serta unsur lain yang non partisan.
14
 
Pada prinsip lain yakni akuntabilitas, menurut LeIP, 
keberadaan komisi yudisial juga diperlukan untuk mengawasi 
pelaksanaan kekuasaan MA, selain dalam hal teknis yudisial. 
Pengawasan ini dijalankan dengan cara menerima dan 
menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta melakukan 
                                                 
12
 KRHN, ICEL, dan LeIP, Position Paper : Menuju Independensi 
Kekuasaan Kehakiman, ICEL dan LeIP, Jakarta, 2000, hlm. 41 
13
 Rancangan Undang – Undang Mahkamah Agung, LeIP, Jakarta, 
Maret, 2000, hlm.iii 
14
 Rancangan Undang – Undang Mahkamah Agung, LeIP, Jakarta, 
Maret, 2000, hlm.iv 
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pengawasan aktif terhadap hakim agung dan MA secara lembaga. 
15
  
Dalam batang tubuh RUU MA, pengaturan mengenai 
komisi yudisial ditempatkan LeIP pada Bab V yang terdiri dari 13 
pasal, dan 24 ayat. Di bagian awal, pasal 55, LeIP menjelaskan 
status dan kedudukan KY yakni komisi mandiri di lingkungan 
MA yang mempunyai fungsi untuk memberikan usulan kepada 
DPR mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta 
melakukan pengawasan terhadap hakim agung. Komisi yudisial 
berkedudukan di Jakarta, Komposisi struktur komisi yudisial 
terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil), anggota, dan sekretaris 
jenderal. 
 
2. Fungsi Komisi Yudisial dalam Konstitusi NKRI 
Keberadaan komisi yudisial setelah perubahan 
amandemen ketiga UUD 1945 memiliki legalitas yang sama kuat 
dengan lembaga negara lainnya dalam rumpun sistem peradilan. 
Hal tersebut didasarkan pada tiga argumentasi sebagai berikut: 
Pertama, legalitas komisi yudisial didasarkan pada atribut yang 
intrinsik sebagai lembaga negara dalam suatu rumpun peradilan. 
Posisi kekuatan berimbang antara KY, MA, dan MK dibuktikan 
oleh peletakannya dalam UUD 1945 Bab IX yaitu kekuasaan 
kehakiman yang diatur dalam Pasal 24, 24 A, 24 B, dan ayat 24 
C3. Meski penyelenggara kehakiman dilakukan oleh mahkamah 
agung (MA) dan mahkamah konstitusi (MK), secara implisit 
keberadaan komisi yudisial terpayung oleh Pasal 24 ayat (3) yang 
berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Kedua, 
kekuatan konstitusional komisi yudisial didasarkan pada fakta 
bahwa ketiga lembaga negara yaitu MA, KY, dan MK berada 
dalam struktur normatif yang sederajat. Posisi MA diatur dalam 
Pasal 24 A yang terdiri dari lima ayat. komisi yudisial diatur 
dalam Pasal 24 B terdiri dari empat ayat. Sedangkan MK dalam 
                                                 
15
 Rancangan Undang – Undang Mahkamah Agung, LeIP, Jakarta, 
Maret, 2000, hlm.v 
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Pasal 24 C yang terdiri dari enam ayat. Ketiga, kekuatan 
berimbang antara KY, MA, MK juga didasarkan pada asal-usul 
semangat zaman pembentukan struktur norma. KY dan MK tidak 
pernah lahir, kecuali setelah amandemen UUD 1945. Sejak 
perubahan fase ketiga pada 2001 dengan mengubah dan 
menambah Pasal 24. Tambahan dalam Pasal 24 menjadi tiga 
pasal yaitu Pasal 24 A mengenai MA, Pasal 24B mengenai KY, 
dan Pasal 24 C mengenai MK.
16
  
Eksistensi konstitusional komisi yudisial tetap utuh 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945: 1) Komisi 
Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim; 2) Anggota Komisi Yudisial 
harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum 
serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 3) 
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 4) 
Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 
dengan undang-undang. 
Melihat posisi konstitusional komisi yudisial dalam Pasal 
24 B UUD 1945 hasil amandemen, maka derajat berimbang 
antara komisi yudisial dengan lembaga-lembaga negara serumpun 
di lingkungan peradilan cukup kuat. Keberadaan komisi yudisial 
sebagai lembaga negara diatur dalam Undang – Undang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial Pasal 1 ayat (1) yang 
berbunyi, “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana 
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.” 
Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “komisi yudisial 
merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam 
pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau 
pengaruh kekuasaan lainnya”. Tugas dan kewenangan komisi 
                                                 
16
 Jawahir Thontowi, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial 
Republik Indonesia, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011 : 285 – 302 hlm. 
288  
   97 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
yudisial yang kuat tak akan berdaya jika tidak didukung oleh 
struktur organisasi dan kepemimpinan yang kokoh.
17
 
Fungsi sebuah lembaga sangat terkait dengan alasan – 
alasan mengapa timbul pemikiran mengenai perlunya keberadaan 
lembaga tersebut. Terkait dengan keberadaan komisi yudisial, 
alasan utama yang mendorong timbulnya pemikiran mengenai 
pentingnya keberadaan KY adalah kegagalan sistem yang ada 
untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Jawaban untuk 
memperbaiki kelemahan sistem tersebut dengan mengalihkan 
kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan dan 
organisasi dari departemen ke mahkamah agung dianggap belum 
tentu akan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas 
karena beberapa hal :  
a. Penyatuan atap tanpa perubahan sistem lainnya semisal 
rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap 
hakim berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan 
kehakiman oleh mahkamah agung.  
b. Adanya kekhawatiran mahkamah agung belum tentu 
mampu menjalankan tugas barunya karena mahkamah 
agung sendiri memiliki beberapa kelemahan organisasional 
yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan.  
Kekhawatiran bahwa penyatuan atap akan mengakibatkan 
monopoli kekuasaan kehakiman juga bukanlah tidak beralasan. 
Sebagaimana disinggung, tujuan utama penyatuan atap adalah 
untuk membuat lembaga peradilan menjadi lebih independen dari 
campur tangan politik. Dalam pasal 24 B ayat 1 UUD 1945 
dinyatakan bahwa komisi yudisial akan mempunyai fungsi : 
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 
b. Kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  
 
                                                 
17
 Jawahir Thontowi, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial 
Republik Indonesia, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011 : 285 – 302 hlm. 
289 
 98 
 
  Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2017 
Jimly mengatakan bahwa kalimat “mengusulkan 
pengangkatan hakim agung” dapat dimaknai sebagai kegiatan 
mengusulkan kepada presiden untuk menerbitkan Keputusan 
Presiden (Keppres) sebagai tindakan administratif berupa 
penetapan Keppres yang bersifat beschiking belaka. Tegasnya, 
kata pengangkatan oleh KY diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 22 
Tahun 2004, pengusulan bakal calon hakim agung dilakukan oleh 
KY kepada DPR. Diakui pula oleh Jimly, bahwa ada pendapat 
yang melihat Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Selain itu, 
pembatasan kewenangan KY sebagaimana diargumentasikan 
Jimly juga tidak lepas keberadaan KY sebagai lembaga negara 
yang bukan lembaga penegak hukum (the enforcer of the rule of 
law). Lembaga negara yang mempunyai fungsi dan menjalankan 
fungsi peradilan tertinggi adalah MA dan MK. KY hanya 
merupakan lembaga penunjang (supporting system) terhadap dan 
dalam cabang kekuasaan kehakiman.
18
  
Pandangan senada juga dikemukakan oleh Susi Dwi 
Harijanti, aspek kedua yang bisa berkontribusi signifikan atas 
melemahnya fungsi KY adalah terkait dengan dua hal. Di satu 
pihak, kehadiran KY dimaksudkan untuk meningkatkan 
independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman dalam 
sistem yang baru. Konsep KY yang saat itu sedang dirumuskan 
secara ideal diveto oleh MPR dalam sidang tahunan MPR 2001.
19
 
 
3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial  
Tugas dan wewenang yang diemban oleh komisi yudisial 
sangat terkait dengan batasan fungsi yang telah ditetapkan oleh 
konstitusi negara. Sebab tugas dan wewenang pada dasarnya 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.  
                                                 
18
 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga 
Negara Pascareformasi, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi RI, Jakarta, 2006 
19
 Susi Dwi Harijanti, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka : 
Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia dalam Gagasan Amandemen UUD 
1945, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 43 
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Hakim (termasuk hakim agung) memegang peran sentral 
dalam proses peradilan. Hanya hakim yang baik yang dapat 
diharapkan memutus perkara yang mencerminkan rasa keadilan 
masyarakat sesuai dengan hukum. Telah banyak tulisan dan 
pandangan yang mengelaborasi kriteria – kriteria hakim yang 
baik. Beberapa diantaranya adalah memiliki kemampuan hukum 
(legal skill) dan pengalaman yang memadai, memiliki integritas, 
moral, dan karakter yang baik, mencerminkan keterwakilan dari 
masyarakat (baik secara ideologis, etnis, gender, status sosial 
ekonomi dan sebagainya), memiliki nalar yang baik, memiliki 
visi yang luas, memiliki kemampuan berbicara dan menulis, 
mampu menegakkan negara hukum dan bertindak independen 
dan imparsial, dan memiliki kemampuan administrtatif dan 
efisien.
20
 
Pengawasan dan pendisiplinan hakim merupakan tugas yang 
sangat penting, khususnya di Indonesia. Di beberapa negara 
maju, tugas ini kadang dianggap tidak penting karena praktik 
pengadilan mereka sudah baik sehingga yang menjadi hakim 
sebagian besar adalah mereka yang mempunyai integritas baik. 
Pendekatan yang biasanya dipergunakan negara – negara tersebut 
adalah pendekatan rekrutmen : bagaimana mereka dapat 
menjaring orang – orang terbaik untuk menjadi hakim.  
Permasalahan di Indonesia jauh lebih kompleks. 
Permasalahan integritas di kalangan hakim sudah menjadi 
masalah yang begitu luas. Rangsangan bagi orang terbaik untuk 
menjadi hakim masih minim, bagi dari segi finansial, sosial 
(penghargaan masyarakat) dan sebagainya. Oleh karena itu, 
pendekatan pengawasan mutlak diperlukan.  
Secara kelembagaan peluang komisi yudisial untuk 
memberdayakan perannya dilakukan dengan menjalin hubungan 
                                                 
20
 The Hon. Michel Lawarch MP, Judicial Appointmen : Procedure 
and Criteria, Discussion Paper 1993, Dalam Naskah Akademik dan RUU 
tentang Komisi Yudisial, yang diterbitkan MA RI, Jakarta, 2003 dalam  Buku 
Komisi Yudisial RI, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia : Cikal 
Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, Pusat Analisis dan Layanan 
Informasi, Jakarta, 2013, hlm. 134 
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kemitraan dengan mahkamah agung melalui SKB (Surat 
Keputusan Bersama) Kode Etik dan Perilaku Hakim antara KY 
dan MA. Kode etik tersebut dikeluarkan melalui Surat 
Keterangan (SK) Nomor 1/028/SKB/III/5 Maret 2009. SKB 
tersebut merupakan terobosan, setidaknya objek pengawasan non 
teknis oleh KY tidak akan tumpang tindih dengan pengawasan 
teknis oleh MA. 
Adapun kewenangan komisi yudisial adalah sebagai berikut  :  
a. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan hakim 
agung di seluruh lingkungan peradilan. 
b. Mengundang dan menyeleksi laporan masyarakat.  
c. Menindaklanjuti hasil pengamatan dan laporan masyarakat.  
d. Mengadakan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga 
melakukan pelanggaran perilaku.  
e. Menjatuhkan atau merekomendasikan sanksi disiplin. 
f. Menjamin kerahasiaan pelapor.  
g. Mengirim pemberitahuan mengenai progress laporan 
masyarakat.    
 
C. Penutup  
Terbentuknya lembaga komisi yudisial dalam konstitusi 
negara kesatuan republik Indonesia upaya mewujudkan peradilan 
yang bersih merupakan suatu keharusan dengan merekrut calon 
hakim yang memiliki kemampuan hukum (legal skill) dan 
pengalaman yang memadai, memiliki integritas, moral, dan 
karakter yang baik. Peranan komisi yudisial sebagai pengawas 
eksternal memiliki posisi yang sangat penting upaya lembaga 
indepedensi dalam sistem ketatanegaraan. Komisi yudisial 
bekerja sama dengan mahkamah agung melakukan upaya 
pengawasan secara bersama – sama guna terwujudnya peradilan 
yang memiliki integritas dan akuntabilitas yang dipercaya 
masyarakat.  
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